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Garis Besar Program dan Kebijakan KLHK

1. kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya
dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan
daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian
kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan
gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

2. kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya
dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan
daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan,
ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

3. kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya
dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim,
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan,
ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Berdasarkan INPRES NO 8 Tahun 2013 Peran KLHK dalam pertimbangan ekologis tata ruang
dan kota yaitu :

1. melakukan percepatan penyelesaian persetujuan atas perubahan peruntukan dan
fungsi kawasan hutan dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah provinsl sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. memberikan fasilitasi dalam pengintegrasian dan pengharmonisasian kawasan
hutan pada rencana polaruang rencana tata ruang wilayah provinsi ke dalam
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang belum ditetapkan peruntukan
ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



